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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-

Nya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dapat kami susun Rencana Kerja ini disusun guna 

memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan sekaligus sebagai dokumen 

program kerja  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023. 

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah,Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

rencana pembangunan daerah kabupaten kulon progo tahun 2023-2026. 

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Kerja Dinas ini masih belum 

sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan guna penyempurnaan Rencana Kerja 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Diharapkan dengan 

adanya  Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi seluruh 

karyawan dan karyawati Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

dalam rangka melaksanakan tugas di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

 

Wates,         Agustus Juli  2022 

Kepala Dinas 

 

 

Drs. YOHANES IRIANTA,M.Si 

Pembina  Utama Muda, IV/c 

NIP. 19630527 198903 1 005 
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1.1. Latar Belakang 

        Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk 

menyusun Renja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) 

tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan 

kedalam prencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan RKPD 

Kabupaten Kulon Progo, Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, serta berpedoman pada Renja Dinas Sosial DIY, DP3AP2 DIY 

dan Renja Kementerian Sosial dan Renja kementerian PPPA. 

 Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerahmaupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

 Mengacu ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,  Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta tata cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Renja 

Perangkat daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, 

penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat 

Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. 

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan 

berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja 

Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 

berjalan. 

 Proses penyusunan Renja Dinas Sosial PPPA Tahun 2023 juga mendasar  pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.Selanjutnya Renja 

BAB  I 

PENDAHULUAN 
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Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 

Kabupaten. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan 

Anak disusun dengan proses sebagai berikut : 

1. Pengolahan data dan informasi 

2. Analisis gambaran pelayanan OPD 

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra 

OPD 

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 

5. Telaah terhadap rancangan awal OPD 

6. Perumusan tujuan dan sasaran 

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat 

8. Perumusan kegiatan prioritas 

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD 

10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD 

11. Pembahasan forum OPD 

12. Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD sesuai dengan 

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan 

arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan 

SPM. 

Rencana Kerjaja Perangkat Daerah disusun mengadu dengan Peraturan 

Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja  Pemerintah 

Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Stratejik 

Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak adalah : 

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional ( SPPN); 

2. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

6. Peraturan Pemerintah no. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi  Pembangunan Daerah, tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Hangka Menegah Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan jangka Menegah daerah, Serta tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi dan Invetarisasi  Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang wilayah Tahun 2012-2032; 
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15. Peraturan Gurbenur DIY no.7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026; 

16. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, 

Fungsi, dan tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 

17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 . 

18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon progo Tahun 2023 

19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Stratejik 

Pemerintay Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026  

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud : Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA di susun dengan 

maksud Untuk mewujudkan sinergitas antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor 

pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta 

untuk mengintegrasikan program-program 

pembangunan dalam rangka melaksanakan rencana 

pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana 

Strategis Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak dan Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 . 

2. Tujuan : a) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan 

kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan 

pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih 

berdaya guna,  untuk lebih memantapkan pelaksanaan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan 

pembangunan Pemerintah Daerah; 

b) Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan 

prioritas OPD pada tahun anggaran 2023 dan sebagai 

kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan 
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Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran 2023,  

c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui 

capaian target kinerja program dan kegiatan. 

d) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut  : 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN 

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 

(reviuw) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

2.4. Review terhadap  RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III TUJUAN DAN  SASARAN  PERANGKAT DAERAH 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3. Program dan Kegiatan 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V PENUTUP 
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BAB  II  

 

 

 

 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas  Sosial Pemberdayaan Perempuan 

dan perlindungan Anak Tahun Lalu dan Capaian Renstra. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inveterisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan KEPMENDAGRI 

No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah, dipandang perlu untuk memetakan program kegiatan yang ada 

di dalam Renstra dengan Peraturan yang baru. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Mendukung pencapaian misi yang ke- 2 Daerah, yaitu  

Menciptakan system perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan prioritas 

daerah “Peningkatan pendapatan masyarakat” Sesuai dengan Peraturan Bupati 

Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas 

serta tata kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  

Adapun fungsi dan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021  melaksanakan 8 

program, dan 13 kegiatan 22 Sub.Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:  

 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

BAB  II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN 

RENJA DINAS SOSIAL 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

TAHUN TAHUN LALU 
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Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 

Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kab/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang 

atau Barang 

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota 

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 

Penyediaan Permakanan 

Penyediaan Alat Bantu 

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 
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Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 

Pemberian Layanan Kedaruratan 

Pemberian Layanan Rujukan 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota 

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 

PROGRAM PENANGANAN BENCANA 

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 

Penyediaan Makanan 

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana 

Kab/Kota 

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab.Kota 

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 

PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan 

Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
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Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Evaluasi kinerja dan keuangan Renja OPD Tahun 2021 berisi perbandingan 

target dan realisasi yang dilaksanakan dalam dokumen Renja Tahun 2021 yang sudah 

ditetapkan dalam APBD Tahun 2021. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap 

program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2021, 

sedangkan jumlah Anggaran (Rupiah) untuk setiap program sesuai dengan APBD 

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021.  

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renja 

untuk Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Tahun 2021 

adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut  : 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas 

Sosial Pemberdayaan perempuan Dan Anak dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai 

dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka 

peningkatan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

Anak sesuai dengan tugas dan fungsi.  

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan Anak digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan 

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau 

berdasarkan atas hasil capaian indikator standar kebutuhan pelayanan. Hasil capaian 

kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

sebagaimana Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2.1 

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  

Permendagri No. 90 Tahun 2019 

No Indikator Kinerja Program Satuan Capaian Kinerja 

Target 

2021 

Realisasi 

2021 

1. Cakupan pelayanan administrasi 

perkantoran 

% 100 100 

2. Capaian peningkatan sarana dan 

prasarana kondisi baik dan Kualitas SDM 

OPD  

% 100 100 

3 Capaian perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi kinerja 

 

% 100 100 

4 Program Rehabilitasi Sosial % 41.87 43.39 

 

5 Program Perlindungan dan Jaminan 

Sosial 

% 91.55 73.63 
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6 Program Penanganan Bencana % 100 100 

7 Program Pengarusutamaan Gender Dan 
Pemberdayaan Perempuan 

% 55,03 68,77 

8 Program Pengelolaan Sistem Data 
Gender Dan Anak 
 

% 91,20 91,22 

9 Program Perlindungan Perempuan 
 

% 99,99 99,99 

10 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 
 

% 81,44 81,44 

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2022 

1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran merupakan indikator untuk 

program pelayanan administrasi perkantoran, yang diukur dengan formulasi sebagai 

berikut: 

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam satu tahun  x 100% 

Tabel 2.2.2 

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2021 

 

 

2) Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD 

Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD merupan 

indikator untuk program Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas SDM 

OPD, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut : 

 (Persentase aset kondisi baik + Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat)/2 

Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat = Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, 

seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) / Jumlah pegawai yang 

direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) 

 

 

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 

Target 2021 Realisasi 

2021 

1. Jumlah bulan layanan administrasi 

perkantoran 

12 12 

2. Jumlah bulan dalam satu tahun 12 12 

3. Capaian Indikator Kinerja 100 100 
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Tabel 2.2.3 

Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan 

kualitas SDM OPD Tahun 2021 

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 

Target 2021 Realisasi 2021 

1. Jumlah asset kondisi baik tahun ke-n 467 467 

2. Jumlah keseluruhan asset tahun ke-n 467 467 

3 Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, 

workshop,  

peningkatan kemampuan sendiri (PKS 

0 0 

4 Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan 

diklat, seminar,  

workshop, peningkatan kemampuan sendiri 

(PKS) 

0 0 

5. Capaian Indikator Kinerja 100 100 

 

3) Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 

Capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja merupan indikator untuk program 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, yang diukur dengan formulasi 

sebagai berikut : 

Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD 

((Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat 

waktu) + (Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan 

tepat waktu) + (Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD 

disampaikan tepat waktu))/3 

Tabel 2.2.4 

Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021 

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 

Target 2021 Realisasi 2021 

1. Jumlah dokumen perencanaan disampaikan 

tepat waktu 

2 2 

2. Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra 

OPD, Renja OPD) 

2 2 

3 Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan 

kinerja yang disampaikan tepat waktu 

14 14 
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4 Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan 

kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan 

Semesteran, Laporan Capaian Kinerja 

Semesteran Pendapatan OPD (Khusus SKPD 

Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan 

Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan OPD, 2 dok 

SPIP) 

14 14 

5. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi 

Program OPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi 

RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD 

Bulanan) 

21 21 

 Capaian Indikator Kinerja 100 100 

 

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Indikator kinerja Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah Indeks 

Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan perhitungan  

(( PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial/ Jumlah PMKS yang memenuhi 

syarat untuk memperoleh bantuan Jaminan Sosial) 

Tabel 2.2.5 

Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2021 

Baru 

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 

Target 2021 Realisasi 2021 

1. PMKS yang memperoleh bantuan jaminan 

social 

60.000 47.360 

2. Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk 

memperoleh bantuan jaminan social 

65.536 64.319 

 Capaian Indikator Kinerja 91.55 73.63 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Perlindungan dan Jaminan 

Sosial Tahun 2021 tercapai hanya 75.32 lebih rendah dari target yang ditetapkan 

sebesar 91.55. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Jaminan Sosial  dari 

target 60.000 hanya tercapai 47.360. Hal tersebut di karenakan karena adanya 

kebijakan baru/aturan baru yang semula data menggunakan acuan data desil 1-8 di 

ganti menjadi data DTKS. 

 



 Rancangan Kerja Dinsos PPPA | 2023 
 

18 

 

5) Program Rehabilitasi Sosial 

Indeks kinerja Rehabilitasi Sosial adalah Indeks Rehabilitasi Sosial, dengan 

perhitungan sebagai berikut. 

(jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok 

ekonomi sosial sejenis/Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta 

program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial 

sejenis)x100%. 

Tabel 2.2.6 

Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2021 

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 

Target 2021 Realisasi 

2021 

1. PMKS yang menerima pemberdayaan sosial 

melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi 

sosial sejenis 

9.249 9.585 

2. Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi 

peserta program pemberdayaan melalui KUBE 

atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis 

22.090 22.090 

 Indeks Pemberdayaan Sosial 41.87 43.39 

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2022 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 

2021 tercapai 43,39 dari target yang ditetapkan sebesar 41,87. PMKS yang 

menerima pemberdayaan  sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial 

sejenis sebesar 9.249 target di tahun 2021 dan realisasi 2021 sebesar 9.585. 

Dampak wabah Covid 19 sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi 

terutama penanganan ekonomi masyarakat melalui Pemberdayaan KUBE 

Akumulasi KUBE tahun sebelumnya yang ada sebanyak 9.585 orang ditambah 

dengan Pemberdayaan melalui KUBE yang bersumber dari APBD pengembangan 1 

kelompok (10 orang), APBN Pengembangan 20 kelompok (200 orang), dana 

Dekonsentrasi  60 kelompok (600 orang) dan BKK graduasi 179 KPM.sehingga 

realisai tahun 2021 sebanyak 9.585 orang. 
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6) Program Penanganan Bencana 

Indikator Kinerja Penanganan Bencana adalah Indeks Penanganan Bencana 

dengan perhitungan sebagai Berikut: 

(( Jumlah tagana aktif / jumlah tagana) 

 

Tabel 2.2.7 

Indeks Penanganan Bencana Tahun 2021 

 

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 

Target 2021 Realisasi 

2021 

1. Jumlah Tagana yang Aktif( Piket, Apel dan 

Verifikasi Akhir Tahun) 

155 155 

2. Jumlah Tagana 155 155 

 Indeks Penanganan Bencana 100 100 

 Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2022 

TAGANA (Taruna Siaga Bencana) telah terbentuk Di Kabupaten Kulon Progo 

pada tahun 2007 mereka adalah relawan yang membantu dalam mengevakuasi dan 

menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Jumlah Tagana yang ada sebanyak 

155 orang Bencana alam memerlukan perhatian yang ekstra dan serius,karena 

bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya sehingga diperlukan manajemen 

penanggulangan bencana yang baik, komunikasi yang cepat, reaksi yang terukur dan 

terarah, serta sinergi semua pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak 

bencana.Tahun 2021 telah terjadi bencana alam dan non alam, bencana alam telah 

terjadi sebanyak 2 kejadian tanah longsor 2 titik kejadian, pohon tumbang sebanyak 

23 di 23 titik kejadian, angina kencang  sebanyak 4 di 4 titik kejadian,bencana 

tersebut semuanya telah diberikan bantuan. Bencana non alam yang terjadi 

disebabkan adanya wabah covid 19, banyak masyarakat yang terkena wabah covid 

19 tersebut sehingga perlu penanganan secara medis maupun bantuan 

permakanan/logistik. Bantuan logistik permakanan telah disalurkan kepada 261 KK 

yang tersebar di  kapanewon yaitu kapanewon Girimulyo, Kalibawang, Nanggulan, 

Lendah dan kapanewon Panjatan, Galur, Kokap, Panjatan, Samigaluh. 
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 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur 

melalui: 

1. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 

 

Indikator kinerja dari Program Pengarusutamaan Gender Dan 

Pemberdayaan Perempuan adalah Cakupan Pengarusutamaan Gender 

dan Pemberdayaan Perempuan dengan perhitungan sebagai berikut : 

((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / jumlah OPD) x 

65)+((Jumlah desa yang melaksanakan PUG / Jumlah desa) x 35). 

 

Tabel 2.2.8 

Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021 

No Uraian Capaian Kinerja 

Target 2021 Realisasi 

2021 

1 Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG 

dan ARG 

34 35 

2 Jumlah OPD 42 42 

3 Jumlah Desa yang melaksanakan PUG 6 11 

4 Jumlah Desa 87 87 

 Capaian indikator kinerja program 55.03 68.77 

Sumber data: Dinas Sosial PPPA  Kabupaten Kulon Progo, 2022 

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat persentase Cakupan 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021 

mencapai 124,96 % dari target. Target OPD yang melaksanakan PPRG 

dan ARG tahun 2021 adalah 34, tercapai 35 OPD. Tahun 2021 dalam 

rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan 

pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan 

Perempuan kewenangan kabupaten/kota, telah dilaksanakan kegiatan 

pelatihan manajemen organisasi Pendidikan Politik Perempuan. Data 

Organisasi Perempuan yang mendapat pelatihan tersebut adalah : 
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 Gabungan Organisasi Wanita; 

 PO Aisyah; 

 Muslimat NU; 

 Ikatan Bidan Indonesia; 

 Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia; 

 Wanita Islam; 

 Persatuan Wanita Olahraga Indonesia; 

 Wanita Katholik Indonesia; 

 Persatuan Istri Tentara (PERSIT) 

 Kerukunan Wanita PWRI (Kerta Werdhatama PWRI) 

 Dharma Wanita Persatuan Kemenag 

 Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidik 

 Puspita Nada; 

 Perempuan Wira Usaha; 

 Persatuan Islam Purnawirawan; 

 Persatuan Wanita Kristen Indonesia; 

 Dian Kemala; 

 PC Salimah; 

 Bhayangkari; 

 Ikatan Adhyaksa Darma Kartini; 

 Perempuan Berkebaya Kulon Progo
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Peran serta perempuan dalam pembangunan didukung dengan 

kegiatan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam 

kelembagaan data dan kewenangan kabupaten/kota, Peningkatan 

Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Resonsif Gender (PPRG) 

dan Anggaran Responsif Gender (ARG), peningkatan kapasitas sumber 

daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan 

kabupaten/kota. Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu 

komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan 

mendukung perencanaan dan penganggaran yang responsif gender OPD 

yang telah melaksanakan PPRG dan ARG dapat dilihat dalam tabel 

berikut  

Tabel 2.2.9 

OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2021 

No Nama OPD No Nama OPD 

1 Dinas Pekerjaan Umum  
 
Perumahan dan Kawasan  
 
Permukiman 

19 Kapanewon Kalibawang 

2 Sekretariat Daerah 20 Kapanewon Girimulyo 

3 Dinas Penanaman Modal  
 
       dan Pelayanan Terpadu 

21 Dinas Koperasi dan UKM 

4 Dinas Kesehatan 
 
22 Dinas Pendidikan Pemuda 
 
         dan OlahRaga 

5 BKAD 23 Dinas Lingkungan Hidup 

6 BAPPEDA 24 Dinas Kelautan dan   

         Perikanan 

7 Dinas Perdagangan dan    

       Perindustrian 

25 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

8 Dinas Pemberdayaan 
 
       Masyarakat    dan Desa  
 
      Pengendalian Penduduk dan   
      KB 

26 Dinas Perpustakaan dan 

         Kearsipan 

9 Kapanewon Pengasih 27 Dinas Kebudayaan 

10 Kapanewon Nanggulan 28 Dinas Perhubungan 
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Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2022 

11 Kapanewon Sentolio 29 Dinas Pertanahan dan Tata  

         Ruang 

12 Kapanewon Galur 30 Inspektorat Daerah 

13 Satuan Polisi Pamong Praja 31 Kapanewon Kokap 

14 Dinas Sosial Pemberdayaan 
 

Perempuan dan Anak 
32 Kantor Kesatuan Bangsa dan   

         Politik 

15 RSUD Wates 33 Kapanewon Wates 

16 Kapanewon Panjatan 
 
34 Dinas Kependudukan dan 
         Catatan Sipil 

17 Kapanewon Temon 35 kapanewon Samigaluh 

18 Kapanewon Galur  
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Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu anggaran yang merespon 

kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang 

tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Anggaran Responsif Gender ini 

diukur dari proses perencanaan yang responsif gender berdasarkan pada analisis 

gender menggunakan alat analisis Gender Analysis Pathway (GAP) yang 

kemudian dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan 

Anggaran Gender. Telah dilakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan 

Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender dan Anggaran Responsif 

Gender (PPRG dan ARG) dan Gender Budget Statement (GBS) bagi SDM 

perencananan untuk semua OPD yang didukung dengan pelayanan Ruang 

Informasi dan Konsultasi Pengarusutamaan Gender (PUG). 

Jumlah lembaga perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 35 

organisasi perempuan yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita 

(GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. Organisasi perempuan yang aktif adalah 

GOW Kabupaten, PD Salimah, PC. Muslimat NU, PD. Aisiyah, Wanita Islam, 

Bayangkari, Perwosi, WKRI, PWRI, IWAPI, Perwira (Perempuan Wira Usaha), 

IADK Kejaksaan, PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, 

PERIP, Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan KPPI. 

Pembinaan dilakukan melalui koordinasi rutin dengan GOW untuk 

mensosialisasikan kebijakan, program maupun isu isu yang terkait dengan 

pemberdayaan perempuan, peningkatan kuatlitas hidup anak dan perempuan 

serta perlindungan anak dan perempuan dari korban kekerasan. 



 Rancangan Kerja Dinsos PPPA | 2023 
 

27 

 

Tabel 2.2.10 
Data Kalurahan Yang Sudah Melaksanakan PUG 

Tahun 2021 

 
N
o 

 
Kapanew
on 

 
Kalurahan 

Kriteria 
Yang 
Terpenu
hi 

 
Kriteria Kalurahan Yang 
PUG 

     1. Telah   menetapkan 
  Tim     Focal Point PUG  

1
. 

Kalibawang 1
. 

Banjarasri 1, 2, 3, 4, 5, 6      Pokja PUG. 

      

  
2
. 

Banjararum 2, 3, 4, 5, 6 
2.  Telah mengikuti   
      Pelatihan 
      PPRG/ARG. 

   
3
. 

 
Banjaroyo 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

3. Adanyaketerwakilan 
perempuan di BPKal. 

  4
. 

Banjarharjo 1, 2, 3, 4, 5, 6 4. Adanya Data   
terpilah. 

     5. Adanya keterwakilan 

2
. 

Pengasih 1
. 

Sidomulyo 1, 2, 3, 4, 5, 6       perempuan dalam 

          musrenbang. 

     6. Kalurahan telah 

         mengalokasikan   
     anggaran 

2
. 

Sendangsari 1, 2, 3, 4, 5, 6      untuk pemberdayaan 

        Perempuan dan 

        perlindungan anak. 

     7. Kalurahan telah 

3
. 

Karangsari 1, 2, 3, 4, 5, 6 
      menyusun min. 1 keg  
      yang menggunakan   
      Analisis GAP/GBS. 

    

  
4
. 

Kedungsari 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

  5
. 

Tawangsari 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

  
6
. 

Margosari 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

  7
. 

Pengasih 2, 3, 4, 5, 6  

Sumber data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 
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Berdasarkan data tersebut di atas dapa dilihat bahwa ada 11 

Desa/Kalurahan di Kulon Progo yang telah melaksanakan 

Pengarusutamaan Gender yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Telah menetapkan Tim Focal Point PUG dan Pokja PUG; 

2. Telah mengikuti Pelatihan PPRG/ARG; 

3. Adanya keterwakilan perempuan di BPKal; 

4. Adanya Data terpilah; 

5. Adanya keterwakilan perempuan dalam musrenbang; 

6. Kalurahan telah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 

7. Kalurahan telah menyusun minimal 1 kegiatan yang menggunakan Analisis  

GAP/GBS. 
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2.2 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 

Indikator kinerja dari Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan 

Anak adalah Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

((Jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif / jumlah lembaga 

perempuan dan anak yang ada) x 60)+((jumlah pekerja perempuan / jumlah 

angkatan kerja perempuan) x 40). 

Tabel 2.2.11 

Cakupan Perlindungan Perempuan dan  

Anak Tahun 2021 

No Uraian Capaian Kinerja 

Target 2021 Realisasi 2021 

1 Jumlah Lembaga Perempuan Dan Anak 

Yang Aktif 

34 35 

2 
Jumlah Lembaga Perempuan Dan Anak 
Yang Ada 34 35 

3 Jumlah Pekerja Perempuan 118.560 110.817 

4 Jumlah Angkatan Kerja Perempuan 152.000      141.992 

 Capaian indikator kinerja program 91.20 91.22 

Sumber data: Dinas Sosial PPPA  Kabupaten Kulon Progo, 2022 

Tahun 2021 target cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan 

Anak sebesar 91,22 dapat tercapai. Hal itu didukung oleh pelaksanaan 

kegiatan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang 

melibatkan sejumlah 35 Lembaga perempuan dan anak yang aktif pada 

Tahun 2021. 

Sebanyak 35 organisasi perempuan yang tergabung dalam 

Gabungan Organisasi Wanita (GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. 

Organisasi perempuan yang aktif adalah GOW Kabupaten, PD Salimah, 

PC. Muslimat NU, PD. Aisiyah, Wanita Islam, Bayangkari, Perwosi, WKRI, 

PWRI, IWAPI, Perwira ( perempuan Wira Usaha), IADK Kejaksaan, 

PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, PERIP, 

Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan FPPI
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Tabel 2.2.12 
Data Pekerja Perempuan Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 

 

No JENIS PEKERJAAN JUMLAH 

1 PNS 3.538 

2 TNI 9 

3 POLRI 75 

4 Perangkat Desa 251 

5 Perdagangan 5.798 

6 Buruh Harian Lepas 4.184 

7 Sektor Pertanian/Peternakan 50.767 

8 Karyawan BUMN/BUMD 240 

9 Karyawan Swasta 20.706 

10 Wiraswasta 19.551 

11 Tenaga Medis 836 

12 Guru/Dosen 3.048 

13 Lainnya 1.173 

 Jumlah 110.176 

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Kulon Progo, 2021 
 

Dari data tersebut bahwa sebagian besar pekerja perempuan di 

Kulon Progo ada di sektor Pertanian/Peternakan yaitu sebesar 50.767 

orang. Sedangkan profesi TNI menduduki porsi terkecil pekerja 

perempuan yaitu sejumlah 9 orang. 

Tabel 2.2.13 
Data Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 

 

NO UMUR   PENDUDUK  

L P 

 

KETERANGAN 

1. 18 3213 3202 
Angkatan kerja perempuan 

adalah jumlah 

perempuan berusia 18 - 64 

tahun. 

2. 19 3180 3079 

3. 20 3307 3120 

4. 21 3459 3433 

5. 22 3043 2965 

6. 23 3335 3101 

7. 24 3342 3199 

8. 25 3316 3172 

9. 26 3326 3173 

10. 27 3252 3044 

11. 28 2925 3013 

12. 29 3141 3051 



 Rancangan Kerja Dinsos PPPA | 2023 
 

31 

 

13. 30 2797 2871 

14. 31 2802 2770 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data 

tersebut 

dapat 

dilihat 

bahwa 

Angkatan kerja perempuan adalah merupakan sejumlah perempuan berusia 18 - 64 

tahun pada Tahun 2021 sejumlah 141.992. 

 

 

 

15. 32 2699 2659  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 33 2723 2691 

17. 34 2671 2744 

18. 35 2849 2863 

19. 36 3090 3179 

20. 37 3054 3130 

21. 38 3306 3341 

22. 39 3203 3138 

23. 40 3272 3168 

24. 41 3152 3260 

25. 42 3257 3176 

26. 43 3151 3086 

27. 44 3013 2975 

28. 45 3177 3261 

29. 46 3039 2934 

30. 47 2834 2963 

31. 48 3122 3223 

32. 49 2914 2942 

33. 50 2930 2994 

34. 51 3262 3355 

35. 52 3180 3389 

36. 53 3149 3237 

37. 54 2860 3093 

38. 55 3129 3267 

39. 56 2891 3126 

40. 57 2717 3003 

41. 58 2463 2815 

42. 59 2472 2674 

43. 60 2658 2891 

44. 61 2946 3217 

45. 62 2380 2586 

46. 63 2138 2321 

47. 64 1973 2098 

JUMLAH 140.112 141.992 
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Gambar 1 
Angka Partisipasi Kerja Perempuan Tahun 2015 – 2021 

 

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kab. Kulon Progo (diolah), 2021 

 

Partipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun 2019-

2021. Peningkatan ini terjadi karena jumlah perempuan yang bekerja 

semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja 

perempuan. Peningkatan partisipasi kerja perempuan ini merupakan 

salah satu wujud keberhasilan pemberdayaan perempuan di sektor 

ekonomi dilihat dari peningkatan peran perempuan di bidang 

ketenagakerjaan. Tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan 

mengalami penurunan dari 3 tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena 

ada pembatasan usia dalam partisipasi angkatan kerja yaitu umur antara 

18 tahun sampai dengan 64 tahun, sementara pada tahun 2016 jumlah 

partisipasi angkatan kerja perempuan tidak ada batasannya. 

Peran perempuan di bidang ketenagakerjaan secara berurutan yang paling diminati 

dibandingkan laki-laki, hal tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini: 
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Tabel 2.2.14 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak 

Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2021 
 

No Sektor 
Tahun 2020 Tahun 2021 

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan 
 

1 Petani/ Pekebun 51.888 55.141 45.114 48.830 

2 Wiraswasta 33.116 25.699 30.560 19.551 

3 Karyawan Swasta 29.979 23.609 28.556 20.706 

 

 

 

 

Sumber data: Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2021 
 

Berdasarkan data tersebut, maka lapangan kerja yang banyak diminati 

perempuan dibandingkan dengan lakil-laki adalah di sektor 

pertanian/perkebunan, wiraswasta, karyawan swasta, buruh harian lepas, dan 

PNS. Dengan demikian, maka pemberdayaan perempuan sangat relevan 

diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan dan wiraswasta dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti melalui program 

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera 

(P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan 

program serupa lainnya seperti pengembangan industri rumahan bagi kaum 

perempuan. 

3. Program Perlindungan Perempuan 

Indikator kinerja dari Program perlindungan perempuan adalah 

Cakupan Perlindungan Perempuan , dengan perhitungan sebagai berikut: 

((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 

ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak) x 60) + ((1 - (Jumlah kasus KDRT / jumlah 

keluarga))x40). 

 

 

 

 

4 Buruh Harian Lepas 13.083 5.526 12.174 4.184 

5 Pegawai Negeri Sipil 4.504 3.488 4.256 3.538 
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Tabel 2.2.15 
Cakupan Perlindungan Perempuan Tahun 2021 

 
No Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja Tahun 
2021 

Target Realisasi 

 

Jumlah   kasus kekerasan terhadap 
perempuan 

1 
dan anak yang ditangani secara 
komprehensif 

115 113

 

 

3 Jumlah kasus KDRT 60 23 

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 
2021 

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian cakupan Perlindungan 

Perempuan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini 

disebabkan penanganan terpadu antara P2TP2A dengan FPKK serta lintas sektoral 

dan pihak yang terkait dengan hal tersebut. 

Dari target sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak keluarga 

target 115 tertangani sejumlah 113 kasus dapat tertangani secara komprehensif. 

Kasus KDRT tertangani sejumlah 13 kasus. 

Realisasi pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dan Anak dapat 

dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak. Jumlah kasus tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring 

Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA). 

Terlayaninya kasus kekerasan tersebut didukung adanya P2TP2A dan komitmen 

dari jejaring PK2PA untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak 

korban kekerasan serta kerjasama yang baik dengan Forum penanganan Korban 

Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY. Jumlah perempuan dan anak menurut jenis 

layanan yang diberikan melalui jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap  

 
Jumlah kasus kekerasan terhadap 
perempuandan anak 

115 113 

4 
Jumlah Keluarga  150.000 152.833 

Capaian 99,99 99,99 
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Perempuan dan Anak (PK2PA) selama tahun 2019-2021 seperti tertera pada 

Tabel berikut. 

                                     Tabel 2.2.16 
         Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan 

dari Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 

(PK2PA) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021 

 
 
 
 
 

Jejaring 
PK2PA 

2019 2020 2021 

Jumlah Korban 
berdasarkan jenis 

layanandari Jejaring 
PK2PA 

khusus untuk kasus 
baru 

Jumlah Korban 
berdasarkan jenis 

layanan dari Jejaring 
PK2PA khusus 

untuk kasus baru 

Jumlah Korban 
berdasarkan jenis 

layanan dari Jejaring 
PK2PA khusus 

untuk kasus baru 

P
e

re
m

p
u

a
n
 

A
n

a
k
 

J
u

m
l

a
h

 

k
o

rb
a

K
D

R
T

 

P
e

re
m

p
u

a
n
 

A
n

a
k
 

J
u

m
l

a
h

 

k
o

rb
a

K
D

R
T

 

P
e

re
m

p
u
a

n
 

A
n

a
k
 

J
u

m
l

a
h

 

k
o

rb
a

K
D

R
T

 

Polres 17 15 32 -  
6 

 
5 

 
1
0 

6 

 
16 

 
11 

- 5 5 10 - 

Polsek 0 10 10 - - - - - - 

RSUD Wates 10 4 14 - - 5 1 6 - 

Dinas 
Kesehatan 

3 0 3 - 6 1 7 - 3 6 9 - 

P2TP2A 17 15 32 4
4 

2
9 

7
5 

104 - 1
6 

53 69 23 

Dinsos 
(Peksos) 

0 0 0 - 2 5 7 - 0 15 15 - 

RS PKU Muh 
Nanggulan 

1 0 1 - 2 0 2 - - - - - 

RSUD Nyi 
Ageng Serang 

1 2 3 - 2 0 2 - 3 1 4 - 

RS Swasta 0 0 0 - 2 1 3 - - - - - 

FPKK 
Kecamatan 

0 0 0 - n.a. n.
a 

n.a. - n.a n.a n.a - 

Pengadilan 
Agama 

14 20 34 - n.a. n.
a 

n.a. - n.a n.a n.a - 

Kemenag 0 0 0 - n.a. n.
a 

n.a. - n.a n.a n.a - 

Puskesmas 1 0 1 - n.a. n.
a 

n.a. - n.a n.a n.a - 

PKBI 0 0 0 - n.a. n.
a 

n.a. - n.a n.a n.a - 

FPK2PA 0 0 0 - n.a. n.
a 

n.a. - n.a n.a n.a - 

Lembaga Lain 3 0 3 - n.a. n.
a 

n.a. - n.a n.a n.a - 

Jumlah 67 56 123 44 54 98 152 0 32 81 113 23 
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Sumber Data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo,2021 
 
 

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 

Indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) adalah 

Cakupan Pemenuhan Hak Anak dengan perhitungan sebagai berikut : 

((Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak 

/ Jumlah seluruh kecamatan) x 50) + ((Jumlah Desa dan Kelurahan 

yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak / Jumlah desa 

dan kelurahan) x 50). 

 

Tabel 2.2.17 
Cakupan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2021 

Capaian Kinerja Tahun 
2021 

No Indikator Kinerja    
Target Realis

asi 
1 Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai10 

Kecamatan Layak Anak 10 

2 Jumlah seluruh kecamatan 12 12 

Jumlah Desa dan Kelurahan yang 
3 ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak 70 

 
70 

anak 

4 Jumlah Desa/Kelurahan 88 88 

Capaian 81,44 81,44 

Sumber Data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo,2021 
 

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat persentase Cakupan 

Pemenuhan Hak Anak tahun 2021 mencapai 100%. Dalam rangka 

peningkatan pemenuhan hak anak, telah dilaksanakan koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup 

anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan melaksanakan: 

a. Evaluasi dan Monitoring PMTAS; 

b. Pembinaan Desa Layak Anak sejumlah 6 Desa; 

c. Pembinaan Kecamatan Layak Anak ; 

d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah di    

          Keluarga Miskin 370 anak; 

e. Memverifikasi Kabupaten Layak Anak; 

f. Memfasilitasi Forum Anak Kabupaten; 

g. Memfasilitasi Forum Anak Kecamatan; 



 Rancangan Kerja Dinsos PPPA | 2023 
 

37 

 

h. Memfasilitasi Peringatan Hari Anak; 

i. Melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak; 

j. Melaksanakan Pembinaan Kabupaten Layak Anak; 

k. Menyusun kebijakan tentang pengembangan Kabupaten Layak. 
 

Sebagai langkah pencegahan kekerasan terhadap anak yang 

melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota telah 

dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan 

terhadap anak kewenangan kabupaten/kota dengan melakukan 

sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencegahan 

tindak pidana perdagangan orang. 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Angka Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo kurun waktu lima tahun dari 

tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat dari grafik berikut : 

Grafik 2 :  

Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kabupaten Kulon Progo 

 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo cukup serius terhadap Upaya pengentasan 

kemiskinan di wilayahnya. Sesuai Perda Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan langkah seirus pemerintah daerah dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai program terobosan seperti “Gentong 

rembes” seperti yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan bedah rumah dan 

jambanisasi telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam upaya pengentasan 

kemiskinan, karena dari 17 indikator kemiskinan 5 diantaranya sudah teratasi, yakni : 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2; 

2. Jenis lantai terluas bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah; 

3. Jenis dinding tempat tinggal terluas terbuat dari bamboo/kayu berkualitas 

rendah; 

4. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik dan atau 

tagihan listrik rata-rata perbulan kurang dari Rp.17.500,00; 

5. Tidak punya fasilitas MCK/milik bersama/umum. 
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Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga secara maksimal menggandeng pihak 

swasta melalui forum CSR dalam penanganan kemiskinan. Dalam jangka panjang 

kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih di Kabupaten Kulon Progo dengan 

adanya beberapa mega proyek yaitu Proses pembangunan bandara baru Internasional, 

pelabuhan Tanjung Adikarta dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam 

agenda pembangunan nasional dan kini sudah berjalan. Jika dilihat dari penyebabnya, 

kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah 

karena keterbatasan skill (ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi 

pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program 

penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang 

ada selama ini telah tepat sasaran.  

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan 

bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di masa datang. 

 Isu-isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :  

1) Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan Orang Tua terlantar ; 

2) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial,termasuk 

Panti Pelayanan Sosial yang memadai ; 

3) Terbatasnya akses jaminan sosial,perlindungan sosisl bagi PMKS dan 

Pemberdayaan sosial bagi PMKS; 

4) Minimnya kapasitas kesiapsiagaan  terhadap bencana alam/sosial sementara 

frekuensi/variasi bencana sangat kompleks; 

5) Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia,termasuk pekerja sosial masyarakat 

dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya; 

6) Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan 

PMKS; 

7) Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan 

terhadap perempuan dan anak masih rendah; 

8) Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam 

rumah tangga; 
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9) Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak masih perlu partisipasi dan dukungan dari 

masyarakat. 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dan merupakan prioritas  utama 

dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah. Masalah kemiskinan di wilayah 

Kabupaten Kulon Progo lebih banyak dijumpai di Bagian Utara yang merupakan daerah 

Perbukitan Menoreh. Gejala kemiskinan tersebut disebabkan antara lain oleh daya 

dukung alam yang relatif kurang, prasarana sosial ekonomi yang belum merata dan 

kelembagaan yang belum menjangkau masyarakat setempat serta mutu sumberdaya 

manusia yang relatif masih rendah.   

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini ditujukan untuk:  

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta 

kemampuan berusaha masyarakat miskin; 

b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan 

publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak 

dasar;  

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang 

memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya 

dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara 

berkelanjutan; dan  

d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan  

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah dalam bentuk  : 

e. penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS;  

f. pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;  

g. penyediaan akses pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi PMKS;  

Permasalahan kemiskinan tersebut sangat berkaitan dengan permasalahan dalam 

Urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang ada di 

Kabupaten Kulon Progo. Tantangan yang sekaligus menjadi peluang untuk dapat 

dikembangkan dalam bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak adalah : 
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Permasalahan lain yang menjadi tantangan dalam urusan sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : 

Urusan Sosial : 

Berbagai tantangan dan peluang yang mampu dioptimalkan sebagai upaya 

mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo, seperti : 

a. Jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti 

dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga 

lain yang peduli terhadap penanganan PMKS; 

b. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping 

sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan 

yang ada.  

c. Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada seluruh 

elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi 

modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial.  

d. Sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, seperti Panti Sosial. Secara 

kelembagaan sudah ada , namun sarana prasarana pendukung belum ada. 

e. Kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi 

PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat. 

Selain itu program-program penguatan kapasitas PMKS juga perlu terus 

dilakukan untuk mendorong kemandirian. 

f. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terus 

dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagan tersebut dalam upaya 

pembangunan kesejahteraan sosial. 

 

Urusan Pemberdayaan Perempuan : 

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan 

daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti : 

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya 

pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan 

masih kurang. 

b. Kelembagakan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembngunan. 
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c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 

d. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhambat 

faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang 

terjadi dalam keluarga. 

e. Penggunaan media sosial dan aplikasi on line oleh anak semakin meningkat 

seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan 

dalam upaya perlindungan anak dari pornografi,pelecehan seksual dan 

penipuan. 

f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan 

pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan 

secara efektif. 

g. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan 

terhadap perempuan dan anak masih rendah. 

h. Semakin meningkatanya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekrasan dalam 

rumah tangga. 

 

2.4  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rancangan Awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan 

rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam proses 

penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas 

Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Secara keselurahan, hasil 

telaahan terhadap Perubahan RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rancangan Kerja Dinsos PPPA | 2023 
 

43 

 

 



 Rancangan Kerja Dinsos PPPA | 2023 
 

50 

 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Rencana Kerja Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 

didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat  daerah. Pembahasan dilakukan 

untuk menyelaraskan rumusan rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang 

RKPD Kabupaten di Kapanewon. 

Pada forum Perangkat daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang 

ditujukan kepad Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

selaku OPD baik dari kelompok maupun dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan 

Perangkat Daerah Kabupaten, Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan 

bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang 

direncanakan 
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3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 

Tantangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan kesejateraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi 

dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, serta 

peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial. Daeri kompleknya peermasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, 

dapat diidentifikasikan ke dalam (7) tujuh isu strategis yaitu Kemiskinan, Kecacatan, 

Ketelantaran, Ketunaan susila, Keterasingan, korban Bencana, Korban tindak kekerasan dan 

Exsploitasi dan Diskriminasi. 

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui 

kebijakan, Program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh (7) 

isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan 

kesejahteraan sosial antara lain, Fakir miskin, Lanjut usia terlantar, Penyandang cacat, Anak 

terlantar, Komunitas anak terpencil, Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Tunawisma. 

 

Pembangunan Urusan kesejahteraan sosial adalah : 

1) Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan 

eksploitasi sosial; 

2) Terwujudnya aksesbilitasPMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar; 

3) Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komonitaas dalam pengelolaan resiko 

kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi( iuran); 

4) Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk 

medapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah; 

5) Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia potensial; 

6) Terjaminnya Eks penderita penyakit kronis dan penyandang cacat psikotik dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar yang layak; 

BAB  III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
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7) Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; 

8) Tersedianya jangkauan dan jaminan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas 

bagi PMKS di semua propinsi dan Kabupaten /Kota. 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah     

Tujuan dan sasaran pada Renja  Perangkat Daerah Tahun 2023  adalah sebagai berikut  

: 

Tabel 3.1 

Tujuan dan Sasaran  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   

Tahun 2023 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET KINERJA 

PADA TAHUN 

2022 

  Meningkatny

a Layanan 

Capaian 

Tugas dan 

Fungsi 

Perangkat 

Daerah 

Pencapaian 

program pada 

masing - 

masing 

sekretariat 

perangka 

darah 

100 % 

1  Meningkatny

a pemenuhan 

perlindungan 

sosial dan 

jaminan 

sosial 

masyarakat 

 

Indek 

Perlindungan 

dan jaminan 

sosial 

masyarakat 

 

74,20 % 

 

  Meningkatny

a kualitas 

Hidup 

Perempuan 

dan Anak 

 

Cakupan 

Pemberdayaan 

Perempuan,pe

ngarusutamaa

n Gender dan 

Perlindungan 

Perempuan 

dan Anak 

 

75,42 % 
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4.1. Program dan Kegiatan 

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah ”Peningkatan 

Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan prioritas yang 

ditetapkan meliputi  : 

1. Pembangunan  Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 

2. Infrastruktur dan pemerataan Wilayah 

3. Nilai Tambah Sektor Riil, industrialisasi, dan kesempatan Kerja 

4. Ketahan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 

5. Stabilitas Pertahan dan Keamanan 

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang telah dituangkan dalam  ….tetap 

dikendalikan sesui dengan tujuan dan manfaat yang dicapai dan beriringan dengan 

ketersediaan anggaran. Adapun Secara rinci usulan Program dan kegiatan Tahun 2023  

sebagaimana Tabel 3.2  sebagai berikut

BAB  IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
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Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 

14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,Peraturan Bupati Nomor 13 

Tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah kabupaten kulon progo tahun 2023-2026. 

dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renja OPD ini dalam rangka meningkatkan 

dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka 

mencapai program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka 

mencapai visi dan misi Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan 

mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. 

Rencana Kerja Dinas Sosial  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan 

usulan masyarakat, kecamatan dan pemangku pembangunan lainnya yang telah menghasilkan 

prioritas kegiatan dan sasaran merupakan acuan/pedoman dalam pelaksanaan Forum OPD 

yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam Forum Musrenbang untuk penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka 

penyusunan APBD Tahun 2023 . 

Agar realisasi Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, 

komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku 

pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. 

 

Wates,             Agustus  2022 

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 

 

 

Drs. YOHANES IRIANTA,M.Si 

Pembina Utama Muda, IV/c 

NIP. 19630527 198903 1 005 

BAB  V 

PENUTUP 
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Satuan

Target Capaian Target Capaian

2 Indeks Perlindungan  Sosial % 93.82 96.72 94.09 81.54

3 Indeks Pemberdayaan Sosial % 40.96 43.3 41.87 43.3

4 Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan PUG % 64.41 66.65 66.61 66.65

5 Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak % 77.04 77.04 88.86 77.04

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kulon Progo

Capaian Kinerja
2020 2021No.

100 100 1001

Indikator Kinerja Program

Cakupan pelayanan % 100



Tahun  
(2017)

Tahun 
(2018)

Tahun n 
(2019)

Tahun  
(2020)

Tahun  
(2017)

Tahun n-1 
(2018)

Tahun n 
(2019)

Tahun 
n+1 (2020)

(1) (3) (4) 6) (7) (8) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I

A
1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang 

memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar

80% 78.05% 81.00% 81.00% 85.00% 85.00% 111,27% 81.00% 85.00% 85.00%

2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang 
menerima program pemberdayaan sosial melalui 
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok 
sosial ekonomi sejenis lainnya.

60% 54.90% 60.00% 60.00% 63.00% 63.00% 91,30% 60.00% 63.00% 63.00%

B
1 Persentase (%) panti sosial skala kabupatn/kota 

yang menyediakan sarana prasarana pelayanan 
kesejahteraan sosial

80% 100% 85.00% 85.00% 100.00% 100.00% 100% 85.00% 100.00% 100%

2 Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial 
berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan 
sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

60% - 65.00% 65.00% 100.00% 100.00% 100% 65.00% 100.00% 100%

C
1 Persentase (%) korban bencana skala 

kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial 
selama masa tanggap darurat.

80% - 80.00% 80.00% 100% 100% 100% 80.00% 100% 100%

2 Persentase (%) korban bencana skala 
kabupaten/kota yang dievakuasi dengan 
menggunakan sarana prasarana tanggap darurat 

60% - 60.00% 60.00% 60.00% 100% 0% 60.00% 60.00% 100%

D
1 Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, 

serta lanjut usia tidak potensial yang telah 
menerima jaminan sosial

40% 63,06% 45.00% 45.00% 45.00% 50.00% 63,50% 45.00% 45.00% 65.00%

II SPM Urusan Pemberdayaan Perempuan 

1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan pengasuhan oleh petugas
terlatih di dalam UPT

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kulon Progo

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi 
penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia 

No.
SPM/ 

Standar 
Nasional

IKK Catatan AnalisisIndikator 

(2)

SPM URUSAN SOSIAL

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial

Penyediaan sarana dan prasarana sosial

Penanggulangan korban bencana



(1) (3) (4) 6) (7) (8) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(2)
2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas mampu
tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau
anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis
Terpadu di rumah sakit

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan 
oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan di UPT

75% 75% 75% 75% 75% 100% 75% 75% 75%

4
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan 
oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan di UPT

75% 75% 75% 75% 75% 100% 75% 75% 75%

     5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat 
penyidikan sampai dengan putusan pengadilan 
atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan 
dan anak

80% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80%

     6  Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan 
yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50% 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50%

     7 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi perempuan 
dan anak korban kekerasan

50% 50% 50% 50% 50% 0 50% 50% 50%

     8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan

80% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80%



No Uraian OPD
Kebutuhan 

Dana/Pagu Indikatif 
(Rp 000)

Keterangan

1 Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa Dinas Sosial PPPA                   325,000,000 

- Korban meninggal sejumlah 10 orang @Rp.5.000.000,-

- Korban cacat berat sejumlah 14 orang @Rp.15.000.000,-

- Korban cacat ringan sejumlah 13 orang @Rp.5.000.000,-

2 Bantuan Pangan Non Tunai ( 4400 KK @ Rp.200.000/bulan) Dinas Sosial PPPA              10,560,000,000 

3 Pemberian bantuan sosial anak balita terlantar sejumlah 100 anak @ Rp.1.000.000 Dinas Sosial PPPA                   100,000,000 

4 Pemberian bantuan sosial bagi panti asuhan dan panti jompo sejumlah 23 panti Dinas Sosial PPPA                   360,000,000 

5 Pemberian bantuan sosial pelayanan psikotik sejumlah 20 orang @ Rp. 250.000,- Dinas Sosial PPPA                        5,000,000 

6 Hibah PMI Dinas Sosial PPPA

Jumlah              11,350,000,000 

Tabel 3.3 :
Usulan Belanja Bantuan Hibah Bansos
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KULON PROGO

ADA TIDAK ADA SESUAI TIDAK SESUAI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SK Tim Penyusun Renja SKPD ˅ ˅
2 Rencana Kerja Tim ˅ ˅
3 Data dan Informasi ˅ ˅
4 Analisis gambaran pelayanan SKPD Provinsi ˅ ˅
5 Mengkaji hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra 

SKPD ˅ ˅

6 Penentuan Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ˅ ˅

7 Penelaahan Rancangan awal RKPD ˅ ˅
8 Perumusan tujuan dan sasaran ˅ ˅
9 Penelaahan usulan masyarakat ˅ ˅

10 Perumusan kegiatan prioritas ˅ ˅
11.a Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD propinsi dengan usulan 

program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten ˅ ˅

11.b Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD propinsi dengan usulan 
program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan ˅ ˅

11.c Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan 
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD ˅ ˅

11.d Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka 
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan 
sinergitas pelaksanaan

˅ ˅

11.e Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas 
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai SE 
Kepala Daerah

˅ ˅

12 Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan 
kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu ˅ ˅

HASIL PENGENDALIAN

MATERI KESESUAIANNO

DOKUMEN/JENIS KEGIATAN

FAKTOR PENYEBAB 
KETIDAKSESUAIAN

TINDAKLANJUT 
PENYEMPURNAAN 

APABILA TIDAK SESUAI



1 2 3 4 5 6 7 8
13 Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka 

optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah 
dibahas dalam forum SKPD

˅ ˅

14 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif 
untuk masing-masing SKPD telah menyusun dan memperhitungkan 
prakiraan maju

˅ ˅

Wates,      Juli 2022 Wates     Juli  2022
Mengetahui Disusun

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

Triyono,SIP.M.Si Drs. Yohanes Irianta, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661115 199603 1002 NIP. 19630527 198903 1 005

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:

13
 K Rp  K Rp  K Rp  K Rp K Rp K Rp  K Rp  K Rp  K Rp K  Rp 

Sosial Urusan Pemerintahan Bidang 
Sosial

-               

Meningkatnya 
pendapatan 
masyarakat

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

6,800,902,607.83 3,294,764,404.42 3,049,513,033 627,576,744 1,004,946,441.00 698,177,268.00 540,663,717.00 -                2,871,364,170.00 -              6,166,128,574.42 90.67          

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 
administrasi perkantoran 
(%)

100.00 2,158,568,736.00 100.00 1,167,835,757.00 100.00 2,842,141,677 25.00 589,701,165 50.00 964,375,882 75.00 652,166,209 484,365,436 -                2,690,608,692.00 -              3,858,444,449.00 -         178.75        DinsosPPPA

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Kebutuhan jasa surat 
menyurat, jasa pegawai tidak 
tetap serta peralatan 
perkantoran berupa alat tulis 
kantor barang 
cetakan/penggandaan dan 
bahan pustaka

72             1,350,441,422.77 48           736,232,031.00 12                325,552,632 3            73,118,218.00 3            69,225,142.00 3            179,585,558.00 3                0.00 12.00            321,928,918.00 60.00          1,058,160,949.00 83.33     78.36          DinsosPPPA

Pengolah data 1 orang, 
pengelola pengadministrasi 
keuangan 1 orang, pelaksana 
pengolah data 1 orang, sopir 1 
orang, pramu kantor 1 orang, 
penjaga makam 1 orang, 
penjaga malam 1 orang, dan 
petugas kebersihan 1 orang

-                12           -                12.00          -              

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN

Gaji dan tunjangan ASN -                0.00 -               0.00 12                2,410,053,645 3            502,707,447.00 3            873,080,035.00 3            448,380,151.00 3                452,883,761.00 12.00            2,277,051,394.00 12.00          2,277,051,394.00 DinsosPPPA

Penyediaan Jasa keuangan Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Honor penatahusahaan 
keuangan dan barang

72             212,012,684.36 48           121,054,450.00 12                60,325,000 3            9,350,500.00 3            14,845,500.00 3            13,650,500.00 3                8,600,000.00 12.00            46,446,500.00 60.00          167,500,950.00 83.33     79.01          DinsosPPPA

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Penyediaan Rapat-Rapat, 
Konsultasi dan Koordinasi

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rapat koordinasi dan 
konsultasi

72             596,114,628.86 48           310,549,276.00 12                46,210,400                             3            4,525,000.00 3            7,225,205.00 3            10,550,000.00 3                22,881,675.00 12.00            45,181,880.00 60.00          355,731,156.00 83.33     59.67          DinsosPPPA

Program Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kinerja

Capaian  perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi 
kinerja (%)

100.00 322,569,585.00 100.00 186,988,950.00 100.00 26,225,400 27.38 11,276,300 40.48 3,112,500 91.67 8,553,000 3,127,100 -                26,068,900.00 -              213,057,850.00 -         66.05          DinsosPPPA

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

Penyusunan perencanaan 
kinerja SKPD

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Dinsos 
PPPA Tahun2021 dan 
Perubahan Renja Perangkat 
Daerah Dinsos PPPAtahun 
2020

13             159,586,802.24 5              86,302,900.00 2                  9,005,000 1            5,000,000.00 -             1,597,500.00 1            2,012,500.00 -                 350,000.00 2.00              8,960,000.00 7.00            95,262,900.00 53.85     59.69          DinsosPPPA

Pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan kinerja

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen laporan 
pengendalian dan evaluasi 
kinerja, LAKIP, Laporan 
Tahunan, Profil Kinerja SKPD, 
Laporan SPIP

111           121,873,050.06 37           74,834,450.00 21                11,000,000 15          3,933,500.00 2            1,515,000.00 2            4,946,500.00 2                560,000.00 21.00            10,955,000.00 58.00          85,789,450.00 52.25     70.39          DinsosPPPA

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah

Penyusunan laporan 
keuangan

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD

Dokumen laporan keuangan 66             41,109,732.69 28           25,851,600.00 14                6,220,400 3            2,342,800.00 4            0.00 3            1,594,000.00 4                2,217,100.00 14.00            6,153,900.00 42.00          32,005,500.00 63.64     77.85          DinsosPPPA

Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana Kerja 
dan Kualitas Sumber Daya 
Manusia OPD

Capaian peningkatan 
sarana/prasarana kondisi 
baik dan Kualitas SDM OPD 
(%)

100.00 4,319,764,286.83 100.00 1,939,939,697.42 100.00 181,145,956 100.00 26,599,279.00 99.13 37,458,059.00 99.13 37,458,059.00 53,171,181.00 -                154,686,578.00 -              2,094,626,275.42 -         48.49          DinsosPPPA

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan sarana dan 
prasarana perkantoran

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan perlengkapan 
dan peralatan perkantoran

3,081,210,147.43 12           1,382,032,427.42 12                181,145,956 3            26,599,279.00 3            37,458,059.00 3            59,145,222.00 3                53,171,181.00 12.00            176,373,741.00 24.00          1,558,406,168.42 50.58          DinsosPPPA

Pembayaran listrik, telepon, air 
dan komponen listrik dan 
kebersihan

12           12                3            3            3            3                12.00            24.00          

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

-                -              

Pengadaaan Sarana dan 
Prasarana Perkantoran

Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya

Meubelair meja front office (1 
unit), kursi tunggu (2 unit), 
almari arsip (3 unit) komputer 
PC (4 unit), laptop (2 unit), 
printer (7 unit), scanner (1 
unit), AC (2 unit), pengeras 
suara wireless (4 unit), LCD 

135           1,238,554,139.40 557,907,270.00 -                   0 -             0.00 -             0.00 -             0.00 0.00 -                0.00 -              557,907,270.00 -         45.05          DinsosPPPA

Program Pemberdayaan 
Sosial

Indeks Pemberdayaan  
Sosial 

42.78 4,123,869,999.80 43.30 3,241,688,276.00 41.87 1,555,604,200 43.30 47,767,600 43.30 120,920,000 43.39 493,009,500 857,820,900 -                1,519,518,000.00 -              4,761,206,276.00 -         115.45        DinsosPPPA

Program Rehabilitasi Sosial 1,068,479,100.00 873,935,300.00 192,053,100 29,089,000 58,515,000 34,355,000 68,117,800 -                190,076,800.00 -              1,064,012,100.00 -         99.58          
Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti SosialPeningkatan pelayanan 

distribusi Rastra
Penyediaan Permakanan Terlaksananya koordinasi dan 

Monev bantuan Pangan
48             778,967,670.00 22           617,962,100.00 12                68,894,000                             3            23,815,000.00 3            7,390,000.00 3            10,860,000.00 3                25,205,000.00 12.00            67,270,000.00 34.00          685,232,100.00 70.83     87.97          DinsosPPPA

Laporan distribusi bantuan 
pangan

48             12           12                3            3            3            3                12.00            24.00          50.00     

Sosialisasi bantuan pangan 225           -               225             212        -             -                 212.00          212.00        94.22     

Bimtek penyaluran bantuan 
pangan

210           -               -                   -             -             -             -                 -                -              -         

Peningkatan jejaring 
kerjasama pelayanan sosial 
bagi PMKS

Pemberian Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis dan 
Masyarakat

Kerjasama pelayanan PMKS 124           289,511,430.00 25           255,973,200.00 25                123,159,100 6            5,274,000.00 4            51,125,000.00 9            23,495,000.00 6                42,912,800.00 25.00            122,806,800.00 50.00          378,780,000.00 40.32     130.83        DinsosPPPA

Sarasehan Komda Lansia 165           -                                     -               -                -              -         
Pelayanan Jamkesus terpadu 600           -               1                  -             -             1            1                2.00              2.00            0.33       

Fasilitasi rujukan PMKS 24             24           -             -                24.00          100.00   
Sosialisasi jamkesus terpadu 
2 kali (jamkesus terpadu 
APBD KP93 orang, Jamkesus 
terpadu non APBD KP 66 
orang)

477           -               70                -             70              70.00            70.00          14.68     

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KULON PROGO
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

N
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RPJMD S.D RKPD TAHUN 2020 (N-1) 
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REALISASI 

ANGGARAN RPJMD 
S.D. TRIWULAN IV 
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JAWAB I 
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Fasilitasi pengiriman peserta 
Hari Lanjut Usia Nasional 
(Halun) DIY

3               -               1                  1            1.00              1.00            33.33     

Fasilitasi pengiriman pesera 
Hari Disabilitas Internasional 
(HDI)

3               -               1                  -             -             -             1                1.00              1.00            33.33     

Fasilitasi adopsi anak 36             12           12                3            3            3            3                12.00            24.00          66.67     
Bantuan Sosial Perawatan 
Jenazah

1                  1            -             0,2 0                #VALUE! #VALUE!

Hibah PMI 1                  1            1.00              1.00            
Respon kasus penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 
(PMKS)

12                3            3            3            3                12.00            12.00          

Program Pemberdayaan Sosial 731,011,223.80 582,155,826.00 471,594,800 3,999,600 32,150,000 422,052,000 11,714,300 -                469,915,900.00 -              1,052,071,726.00 143.92        

Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar 
Panti Sosial

Pemberdayaan Ekonomi Bagi 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kerjasama antar Lembaga dan 
Kemitraan dalam Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Monitoring dan Evaluasi Kube 
dan UEP

152           311,311,553.80 24           251,136,026.00 2                  421,693,800 -             999,600.00 1            1,000,000.00 412,095,000.00 1                6,835,300.00 2.00              420,929,900.00 26.00          672,065,926.00 17.11     215.88        DinsosPPPA

Data base Kube 6               1              1                  -             -             1                1.00              2.00            33.33     
Bantuan Modal Usaha untuk 
KUBE Pengembangan (BKK)

20                -             -             20          20.00            20.00          

Sosialisasi Bansos KUBE 50                -             -             50          50.00            50.00          
Peningkatan kapasitas PSKS Pemberian Bimbingan Sosial 

kepada Keluarga Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA

Terlaksananya lomba 
kreativitas bagi PSKS

6               419,699,670.00 2              331,019,800.00 1                  49,901,000 -             3,000,000.00 1            31,150,000.00 9,957,000.00 4,879,000.00 1.00              48,986,000.00 3.00            380,005,800.00 50.00     90.54          DinsosPPPA

Terbinanya LKS, WKSBM, 
Orsos, TKSK, PSM, KUBE, 
dan KarangTaruna

17             21           7                  3            2            2                7.00              28.00          164.71   

Terfasilitasinya koordinasi 
PSKS

176           30           4                  1            1            1            1                4.00              34.00          19.32     

Terfasilitasinya peserta HKSN 400           100         -                   -             -             -             -                 -                100.00        25.00     

Program Perlindungan Dan 
Jaminan Sosial

2,324,379,676.00 1,785,597,150.00 891,956,300 14,679,000 30,255,000 36,602,500 777,988,800 -                859,525,300.00 -              2,645,122,450.00 113.80        

Pengelolaan Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan pelayanan PKH Pengelolaan Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Upaya pemberdayaan 
keluarga FDS (Family 
Development Session) bagi 
KPM PKH)

12             557,377,730.00 1              426,974,900.00 4                  680,185,800 -             5,951,000.00 -             4,890,000.00 4            17,392,500.00 -                 644,313,800.00 4.00              672,547,300.00 5.00            1,099,522,200.00 41.67     197.27        DinsosPPPA

Terlaksananya sosialisasi PKH 19             2              120             -             120        -             -                 120.00          122.00        642.11   

Bimtek graduasi PKH 609           -               -                   -             -             -             -                 -                -              -         
Sosialisasi Assessment PKH 
graduasi

609           203         -                   -             -             -             -                 -                203.00        33.33     

Bantuan modal usaha untuk 
penguatan UEP PKH tahun 
2018 (BKK)

24                -             -             -             24              24.00            24.00          

Bantuan modal usaha untuk 
penguatan UEP PKH tahun 
2021 (BKK)

180             -             -             -             178            178.00          178.00        

Buku Data Penerima PKH 1                  -             -             -             1                1.00              1.00            
Fasilitasi kegiatan FDS 
(Family Development Session)

12             4                  -             -             4            -                 4.00              4.00            33.33     

Koordinasi PKH 74             7                  2            2            1            2                7.00              7.00            9.46       
Pengembangan Sistem 
Informasi Kesejahteraan 
Sosial

Pendataan Fakir Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen data kemiskinan 2               1,767,001,946.00 2              1,358,622,250.00 1                  211,770,500                           -             8,728,000.00 -             25,365,000.00 19,210,000.00 1                133,675,000.00 1.00              186,978,000.00 3.00            1,545,600,250.00 150.00   87.47          DinsosPPPA

Verifikasi dan validasi Basis 
Data Terpadu

41,000     9,500      15,000        -             -             15,028      15,028.00    24,528.00   59.82     

Bimtek petugas verifikasi dan 
validasi data

204           -               12                3            3            3            3                12.00            12.00          5.88       

Program Perlindungan 
Sosial

Indeks Perlindungan Sosial 94.41 17,833,144,050.00 96.69 4,093,255,434.00 94.09 13,768,608,800.00 83.67 1,022,379,500.00 75.78 4,490,630,500.00 80.55 3,157,556,400.00 2,959,257,800.00 -                11,629,824,200.00 -              15,723,079,634.00 -         88.17          DinsosPPPA

Program Rehabilitasi Sosial 17,363,013,493.00 3,784,332,734.00 13,640,959,100 988,082,500 4,476,270,500 3,133,684,400 2,905,472,700 -                11,503,510,100.00 -              15,287,842,834.00 88.05          
Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar 
Panti Sosial

Peningkatan kualitas 
pelayanan PMKS

Pemberian Layanan Data dan 
Pengaduan

Pelayanan Sosial kepada 
PMKS

130,884   3,633,817,115.50 4,012      3,685,768,584.00 12                13,622,045,000 3            987,698,500                 3            4,473,000,500                       3            3,127,634,400.00 3                2,896,310,800.00 12.00            11,484,644,200.00 4,024.00     15,170,412,784.00 3.07       417.48        DinsosPPPA

Fasilitasi penyaluran bantuan 
sosial pangan non tunai

30,000     10,088    5,000          3,812    4,342    4,589 4,184         16,927.00    27,015.00   90.05     

Bansos Bagi Anak Balita 
Terlantar

-                100             -             -             74          74.00            74.00          

Bansos Bagi Panti Asuhan 
dan Panti Jompo 

-                23                -             -             16              16.00            16.00          

Bansos Bagi Psikotik -                20                -             -             -                -              
Bansos Kecelakaan kerja bagi 
Penderes Kelapa 

-                37                -             -             6            1                7.00              7.00            

Bansos Bantuan Pangan Non 
Tunai 5.000 KK 

-                12                3            3            3            3                12.00            12.00          

Terfasilitasinya KPKD 88 
Orang 

72             48           12                3            3            3            3                12.00            60.00          83.33     

Tersosialisasikannya 
Mekanisme Pemberian 
Bantuan 2 Kali 

17             2                  1            -             1                2.00              2.00            11.76     

Fasilitasi Penyaluran Bantuan 
sosial PMKS 7 Jenis

12                1            4            4            3                12.00            12.00          

Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti SosialPenjangkauan dan Pelayanan 

Sosial
Pemberian Layanan Rujukan Penjangkauan PGOT 

(Pengemis, Gelandangan, 
Orang Terlantar yang dilayani)

24             13,729,196,377.50 98           98,564,150.00 12                18,914,100 3            384,000                         2            3,270,000                              4            6,050,000.00 3                9,161,900.00 12.00            18,865,900.00 110.00        117,430,050.00 458.33   0.86            DinsosPPPA

Program Penanganan Bencana 470,130,557.00 308,922,700.00 127,649,700 3            34,297,000 14,360,000 23,872,000 53,785,100 -                126,314,100.00 -              435,236,800.00 92.58          

Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota

Perlindungan Sosial Bagi 
Korban Bencana

Penyediaan Makanan Jumlah korban bencana yang 
dibantu

1,450       470,130,557.00 468         308,922,700.00 250             127,649,700 65          34,297,000.00 12          14,360,000.00 8            23,872,000.00 152            53,785,100.00 237.00          126,314,100.00 705.00        435,236,800.00 48.62     92.58          DinsosPPPA

Terlaksananya Sosialisasi KSB 300           50           80                -             40          40          -                 80.00            130.00        43.33     

Terselenggaranya apel siaga 
tagana

930           620         155             1            -             -             -                 1.00              621.00        66.77     

Operasional posko siaga 
tagana

72             48           12                2            3            3            4                12.00            60.00          83.33     
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Jumlah KSB (Kelompok Siaga 
Bencana) yang dibina

24             2              2            -             2.00              4.00            16.67     

Seragam PDH bagi tagana 465           155         -                155.00        33.33     
Terlaksananya Bimtek Tagana 
dan KSB 

600           100             -             -             -             100            100.00          100.00        16.67     

Upacara Hari Pahlawan -                1                  -             -             -             1                1.00              1.00            

 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang 
Pemberdayaan Perempuan 
Dan Perlindungan Anak

 Meningkatnya 
pendapatan 
masyarakat

Program Peningkatan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Pengarustamaan Gender

Cakupan Pemberdayaan 
perempuan dan 
pengarustamaan Gender

68.81 802,200,000.00 66.65 647,068,800.00 66.61 89,732,600 66.65 15,390,000 66.65 10,093,500 68.77 24,632,700 35,161,900 -                85,278,100.00 -              732,346,900.00 -         91.29          DinsosPPPA

Program Pengelolaan Sistem 
Data Gender Dan Anak

292,148,562.00 386,006,800.00 53,230,500 13,016,000 5,231,000 14,863,500 16,021,000 -                49,131,500.00 -              435,138,300.00 148.94        

Pengumpulan, Pengolahan 
Analisis dan Penyajian Data 
Gender dan Anak Dalam 
Kelembagaan Data di Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

-                0.00 -              0.00 -              

Pemberdayaan lembaga 
berbasis Gender

Penyajian dan Pemanfaatan Data 
Gender dan Anak dalam 
Kelembagaan Data di 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersusunnya laporan lembaga 
berbasis gender

6               292,148,562.00 1              386,006,800.00 1                  53,230,500                             -             13,016,000.00 -             5,231,000.00 14,863,500.00 1                16,021,000.00 1.00              49,131,500.00 2.00            435,138,300.00 33.33     148.94        DinsosPPPA

Terfasilitasinya koordinasi 
GOW

72             24           11                3            3            3            2                11.00            35.00          48.61     -              

Terfasilitasinya peringatan hari 
ibu /Hari Kartini`

3               1              1                  -             1            1.00              2.00            66.67     -              

Terlaksananya sosialisasi 
berpolitik untuk perempuan

-                -               65                -             -             65              65.00            65.00          -              

Terbentuknya Desa Sadar 
Gender

11             7                  -             -             7                7.00              7.00            63.64     -              

Tersedianya data pilah gender 
dan anak dalam pembangunan

4               1                  -             -             1            1.00              1.00            25.00     -              

Penguatan Pengarustamaan 
Gender

Penyajian dan Pemanfaatan Data 
Gender dan Anak dalam 
Kelembagaan Data di 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersusunnya profil 
pengarustamaan gender

5               1              1                  -             1            1.00              2.00            40.00     -              

Terlaksananya pelatihan 
PPRG dan ARG

225           45           26                26          -             26.00            71.00          31.56     -              

Tersusunnya laporan evaluasi 
PUG, PP dan PA

5               1              1                  -             -             1                1.00              2.00            40.00     -              

Pemutakhiran data pilah 
gender dan anak

Penyajian dan Pemanfaatan Data 
Gender dan Anak dalam 
Kelembagaan Data di 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersedianya data pilah gender 
dan anak dalam pembangunan

4               1              -             -                1.00            25.00     -              

Program Pengarusutamaan 
Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan

510,051,438.00 261,062,000.00 36,502,100 2,374,000 4,862,500 9,769,200 19,140,900 -                36,146,600.00 -              297,208,600.00 58.27          

Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan 
Pemberdayaan Perempuan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

-              

Peningkatan Peran Wanita Pengembangan Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Pemberdayaan Perempuan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terbinanya kewirausahaan 
bagi perempuan miskin

60             273,713,865.00 50           153,145,300.00 40                21,221,200 -             2,374,000.00 -             4,862,500.00 9,769,200.00 40              3,872,000.00 40.00            20,877,700.00 90.00          174,023,000.00 150.00   63.58          DinsosPPPA

Terbinanya kelompok 
P2WKSS dan desa prima 
serta pemberdayaan eknomi 
perempuan

50             46           1                  -             1            1.00              0.00 47.00          0.00 94.00     -              

Pembinaan Gerakan Sayang 
Ibu (GSI)

Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Lembaga Penyedia Layanan 
Pemberdayaan Perempuan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Ekspos hasil karya kaum 
perempuan

4               236,337,573.00 -               107,916,700.00 1                  15,280,900 -             -                                      -             -                                               -             0.00 1                15,268,900.00 1.00              15,268,900.00 1.00            123,185,600.00 25.00     52.12          DinsosPPPA

Evaluasi gerakan sayang ibu 
(GSI) tingkat kabupaten

2               -             -                

Koordinasi Pokjatap GSI 
kabupaten dan satgas GSI 
kecamatan

6               -             -                

Laporan evaluasi GSI 2               -             -                
Program Peningkatan 
Perlindungan Perempuan 
dan Anak

Cakupan Perlindungan 
Perempuan dan Anak

99.99 2,069,000,000.40 77.04 1,804,681,924.00 88.86 765,535,200 88.86 28,489,600 88.86 52,450,500 88.86 71,849,250 191,483,125 -                344,272,475.00 -              2,148,954,399.00 -         103.86        DinsosPPPA

Program Pemenuhan Hak Anak 
(PHA)

1,442,060,571.00 1,192,318,500.00 168,898,100 9,835,600 31,900,000 11,534,000 111,871,400 -                165,141,000.00 -              1,357,459,500.00 94.13          

Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup 
Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Pembinaan Kabupaten Layak 
Anak

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Pendampingan 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya pelatihan 
konvensi hak anak

220           1,442,060,571.00 110         1,192,318,500.00 100             168,898,100 100        9,835,600.00 31,900,000.00 11,534,000.00 111,871,400.00 100.00          165,141,000.00 210.00        1,357,459,500.00 95.45     94.13          DinsosPPPA

Terlaksananya pembinaan 
kabupaten layak anak

36             12           12                6            6            -             -                 12.00            24.00          66.67     

Terevaluasinya kabupaten 
layak anak

1               1              1                  -             1            -             -                 1.00              2.00            200.00   

Terfasilitasinya Peringatan 
Hari Anak

2               1              1                  -             -             1            -                 1.00              2.00            100.00   

Pembinaan Desa Layak Anak 24             6                  6            -             -             -                 6.00              6.00            25.00     

Pembinaan Kecamatan Layak 
Anak 

-                12                12          -             -             -                 12.00            12.00          

Terfasilitasinya Forum Anak 
Kabupaten 

4               3                  1            -             2            -                 3.00              3.00            75.00     

Terfasilitasinya Forum Anak 
Kecamatan

24             12                4            -             8            -                 12.00            12.00          50.00     

Tersusunnya kebijakan 
tentang pengembangan 
Kabupaten Layak Anak

1               1                  -             -             -             1                1.00              1.00            100.00   

Penyediaan Makanan 
Tambahan Bagi Anak Sekolah

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Pendampingan 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan makanan 
tambahan bagi anak keluarga 
miskin

1,684       -               370             -             -             -             370            370.00          370.00        21.97     

Evaluasi dan Monitoring 
PMTAS

-                -               6                  -             -             6            -                 6.00              6.00            

Program Perlindungan 
Perempuan

626,939,429.40 612,363,424.00 316,472,100 18,654,000 20,550,500 37,975,250 47,091,725 -                124,271,475.00 -              736,634,899.00 117.50        

Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan Lingkup 
Daerah Kabupaten/Kota
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N
O SASARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

DAN PROGRAM / 
KEGIATAN RPJMD dan 

RENSTRA

URUSAN / BIDANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM / KEGIATAN 
PERMENDAGRI 90 dan 

PEMUTAKHIRAN

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME ) / 

KEGIATAN (OUTPUT ) 

 TARGET RPJMD PADA TAHUN 
2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) 

 REALISASI CAPAIAN KINERJA 
RPJMD S.D RKPD TAHUN 2020 (N-1) 

 TARGET KINERJA DAN 
ANGGARAN RKPD TAHUN 

BERJALAN YANG DIEVALUASI 
(TAHUN 2021) 

 REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN  
 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN 
RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2021 

 REALISASI KINERJA DAN 
ANGGARAN RPJMD  S.D. TRIWULAN 

IV TAHUN 2021 

TINGKAT CAPAIAN 
KINERJA & 
REALISASI 

ANGGARAN RPJMD 
S.D. TRIWULAN IV 
TAHUN 2021 (%)

PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUNG 
JAWAB I 

106 15 = 14 / 6 x100% 16

 II  III  IV 

11 12 14 = 7 + 137 8 91 2 3 4 5

Perlindungan Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Kebijakan, Program, 
dan Kegiatan Pencegahan 
Kekerasan Terhadap Perempuan 
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Tersosialisasikannya 
pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak 
korban kekerasan

224           626,939,429.40 36           612,363,424.00 36                125,184,100                           36          18,654,000.00 -             20,550,500                            36,105,250.00 44,586,725.00 36.00            119,896,475.00 72.00          732,259,899.00 32.14     116.80        DinsosPPPA

Gugus tugas TPPO 13             -                -         
Terlaksananya pendampingan 
perempuan dan anak korban 
kekerasan

60             12           12                3            3            3            3                12.00            24.00          40.00     

Terbentuknya gugus tugas 
TPPO

105           -               -                   -             -             -                -              -         

Rapat koordinasi 
pendampingan perempuan 
dan anak korban kekerasan

75             8              23                8            3            8            4                23.00            31.00          41.33     

Jml satgas  TPPO yang 
dibentuk de desa rawan TPPO

77             -                -         

Operasional P2TP2A 36             12           12                3            3            3            3                12.00            24.00          66.67     
Penguatan Lembaga 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak korban kekerasan

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Kebijakan, Program, 
dan Kegiatan Pencegahan 
Kekerasan Terhadap Perempuan 
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Terkoordinasikannya FPKK 
tingkat Kabupaten dan 
Kecamatan 13 forum 

84             3              14                -             1            -             13              14.00            17.00          20.24     

Tersosialisasikannya 
pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak

48             -               -                   -             -             -             -                 -                -              -         

Tersosialisasikannya kebijakan 
perlindungan perempuan dan 
anak korban kekerasan

-                -               110             -             110        -             -                 110.00          -              

Tersusunnya kebijakan 
perlindungan perempuan dan 
anak korban kekerasan

4               -               -                   -             -             -             -                 -                -              -         

Terlatihnya kader perlindungan 
Perempuan dan Anak 
berbasis Masyarakat 

550           -               -                   -             -             -             -                 -                -              -         

Tersusunnya kebijakan TPPO 1               -               -                   -             -             -             -                 -                -              -         

Tersusunnya kebijakan FPKK 
Desa

1               -               -                   -             -             -             -                 -                -              -         

Penyediaan Layanan Rujukan 
Lanjutan bagi Perempuan 
Korban Kekerasan yang 
Memerlukan Koordinasi 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Penyediaan Layanan 
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 
Korban Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Layanan 
Rujukan Lanjutan bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan 6 bulan

6                  191,288,000 -             0.00 -             0.00 4            1,870,000.00 2                2,505,000.00 6.00              4,375,000.00 6.00            4,375,000.00 DinsosPPPA

Program Perlindungan Khusus 
Anak

-                0.00 -               0.00 280,165,000 0 0 22,340,000 32,520,000 -                54,860,000.00 -              54,860,000.00

Pencegahan Kekerasan 
terhadap Anak yang Melibatkan 
para Pihak Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pencegahan Kekerasan terhadap 
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersosialisasikannya 
pencegahan terhadap anak 
dan pencegahan TPPO 6 kali

6                  52,230,000 -             -                                      -             -                                               4            21,175,000.00 2                31,055,000.00 6.00              52,230,000.00 6.00            52,230,000.00 DinsosPPPA

Penyediaan Layanan bagi Anak 
yang Memerlukan Perlindungan 
Khusus yang Memerlukan

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Pendampingan Anak 
yang Memerlukan Perlindungan 
Khusus Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya pendampingan 
anak yang memerlukan 
pendampingan khusus 6 bulan

6                  227,935,000 -             -                                      -             -                                               4            1,165,000.00 2                1,465,000.00 6.00              2,630,000.00 6.00            2,630,000.00 DinsosPPPA

94.41 88.70
ST T

Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :  Mengoptimalisasi, Koordinasi dan Rekonsiliasi tepat waktu, Kerjasama yang baik antar bidang

Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Sebagian PPTK masih kurang memahami pelaksanaan pelaporan secara Administrasi kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya: Mengoptimalkan koordinasi Intern dan kerjasama antar Bidang
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Nasional Daerah

1

1 6 17,846,359,557 18,098,995,512

1 6 1

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

3,288,681,177 3,607,549,294

1 6 1 2.01

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

20,005,000 22,005,500

1 6 1 2.01 1
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

9,005,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

9,905,500

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

Tersusunnya 
Laporan 
Triwulanan, 
Laporan 
Tahunan, 
Monitoring 
Evaluasi 
Kinerja Dinas, 
LKPJ,LPPD LKjIP

21 Dokumen 11,000,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

21 Dokumen 12,100,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 1 2.02 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 2,574,678,971 2,832,146,868

1 6 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 2,519,233,671 PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

2,771,157,038

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 49,225,000 PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

54,147,500

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Lokasi Sumber Dana
Prioritas

Target Pagu Indikatif

Tabel  3,2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2023

Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Indikator 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan

Target 
Akhir 

Periode 
RPJMD

Realisasi 
Capaian 

RKPD Tahun 
2021

Prakiraan 
Capaian 

Target RKPD 
Tahun 2022

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok 

Sasaran

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2024

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
JawabTarget 2023 Pagu Indikatif



1 6 1 2.02 7

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD

6,220,300 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

6,842,330

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 1 2.06 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 79,951,200 87,946,320

1 6 1 2.06 9
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

79,951,200

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

87,946,320

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 1 2.07
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

100,000,000 100,000,000

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

100,000,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

100,000,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

1 6 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 326,928,484 359,621,332

1 6 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 326,928,484 PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

359,621,332

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 1 2.09
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

187,117,522 205,829,274

1 6 1 2.07 11



1 6 1 2.09 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

187,117,522 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

205,829,274

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 77,841,680 85,625,848

1 6 2 2.02
Pengumpulan Sumbangan 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

21,591,680 23,750,848

1 6 2 2.02 1

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penerbitan Izin Undian 
Gratis Berhadiah dan 
Pengumpulan Uang atau 
Barang

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penerbitan Izin 
Undian Gratis 
Berhadiah dan 
Pengumpulan 
Uang atau 
Barang

1 Dokumen 21,591,680 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

1 Dokumen 23,750,848

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 2 2.03

Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Daerah 
Kabupaten/Kota

56,250,000 61,875,000

1 6 2 2.03 1

Peningkatan Kemampuan 
Potensi Pekerja Sosial 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya 
Kemampuan 
Potensi 
Pekerja Sosial 
Masyarakat

50 Orang 5,000,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

50 Orang 5,500,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 2 2.03 2

Peningkatan Kemampuan 
Potensi Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya 
Kapasitas 
Tenaga 
Kesejahteraan 
Sosial 

12 Orang 11,250,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

12 Orang 12,375,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 2 2.03 4

Peningkatan Kemampuan 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat 
Kewenangan 

Meningkatnya 
Kapasitas 
Lembaga 
Kesejahteraan 
Sosial

30 Lembaga 40,000,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

30 Lembaga 44,000,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 4 PROGRAM REHABILITASI 
SOSIAL 1,245,000,000 903,500,000



1 6 4 2.01

Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial

1,225,000,000 881,500,000

1 6 4 2.01 1 Penyediaan Permakanan 460,000,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

500

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 4 2.01 3 Penyediaan Alat Bantu 60,000,000

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

66,000,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 4 2.01 5 Pemberian Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual, dan Sosial 150,000,000

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

170,000,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 4 2.01 6

Pemberian Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis dan 
Masyarakat

150,000,000

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

165,000,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 4 2.01 8
Pemberian Akses ke 
Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar

25,000,000

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

50,000,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 4 2.01 10 Pemberian Layanan 
Kedaruratan 30,000,000

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

30,000,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 4 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 350,000,000

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

400,000,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak



1 6 4 2.02

Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di 
Luar Panti Sosial

20,000,000 22,000,000

1 6 4 2.02 14

Kerjasama antar Lembaga 
dan Kemitraan dalam 
Pelaksanaan Rehabilitasi 
Sosial Kabupaten/Kota

20,000,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

22,000,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN SOSIAL 13,064,324,000 13,314,756,400

1 6 5 2.02
Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

13,064,324,000 13,314,756,400

1 6 5 2.02 1
Pendataan Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

232,878,500 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

256,166,350

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

1 6 5 2.02 2
Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

2,215,744,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

2,437,318,400

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga 

Bansos 
Bantuan 
Pangan Non 
Tunai

4400 KK 10,615,701,500

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

4400 KK 10,621,271,650

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Pelayanan 
Sosial kepada 
PMKS

12 Bulan 12 Bulan

1 6 6 PROGRAM PENANGANAN 
BENCANA 120,512,700 132,563,970

1 6 5 2.02 3



1 6 6 2.01
Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota

120,512,700 132,563,970

Penyediaan Makanan
Jumlah Korban 
Bencana yang 
Dibantu

150 KK 120,512,700 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

150 KK 132,563,970

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Operasional 
Posko Siaga 
Tagana

12 Bulan 12 Bulan

Terlaksananya 
Bimbingan 
Teknis Tagana 
dan KSB

100 Orang 100 Orang

Terlaksananya 
Sosialisasi KSB 80 Orang 80 Orang

Terselenggaran
ya Apel Siaga 
Tagana

155 Orang 155 Orang

1 6 7
PROGRAM PENGELOLAAN 
TAMAN MAKAM 
PAHLAWAN

50,000,000 55,000,000

1 6 7 2.01
Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

50,000,000 55,000,000

1 6 7 2.01 2
Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Taman Makam 
Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten

1 Makam 50,000,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

1 Makam 55,000,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

2 URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 

2 8 URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PEMBERDAYAAN 442,826,700 502,558,870

2 8 2

PROGRAM 
PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN

41,950,100 61,594,610

1 6 6 2.01 1



2 8 2 2.03

Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Pemberdayaan Perempuan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

41,950,100 61,594,610

2 8 2 2.03 2

Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Lembaga 
Penyedia Layanan 
Pemberdayaan Perempuan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

16,915,900 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

18,607,490

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

2 8 2 2.03 3

Pengembangan Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Pemberdayaan Perempuan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

25,034,200 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

42,987,120

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 138,655,100 152,520,610

2 8 3 2.01

Pencegahan Kekerasan 
terhadap Perempuan 
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota

138,655,100 152,520,610

2 8 3 2.01 1

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Kebijakan, 
Program dan Kegiatan 
Pencegahan Kekerasan 
terhadap Perempuan 
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota

138,655,100 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

152,520,610

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

2 8 5
PROGRAM PENGELOLAAN 
SISTEM DATA GENDER DAN 
ANAK

60,441,500 66,485,650



2 8 5 2.01

Pengumpulan, Pengolahan 
Analisis dan Penyajian Data 
Gender dan Anak Dalam 
Kelembagaan Data di 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

60,441,500 66,485,650

2 8 5 2.01 2

Penyajian dan Pemanfaatan 
Data Gender dan Anak 
dalam Kelembagaan Data di 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

60,441,500 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

66,485,650

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN 
HAK ANAK (PHA) 201,780,000 221,958,000

2 8 6 2.01

Pelembagaan PHA pada 
Lembaga Pemerintah, 
Nonpemerintah, dan Dunia 
Usaha Kewenangan 
Kabupaten/Kota

201,780,000 221,958,000

2 8 6 2.01 2

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelembagaan Pemenuhan 
Hak Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota

201,780,000 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)

Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat 
dan Penguatan 
Perlindungan Sosial

221,958,000

Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

18,289,186,257 18,601,554,382TOTAL
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